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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan menganalisis masalah yang 
berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yang 
ctisidangkan dalam suatu peradilan in absentia, terutama berkenaan dengan masalah 
mengenai: 1 ). Bagaimana kekuatan nilai pembuktian dari alat-alat bukti pada perkara 
tindak pidana korupsi yang ctisidangkan secara in absentia? 2). Bagaimana bentuk 
perlindungan hukum terhadap terdakwa tindak pidana korupsi dalam hal adanya 
penyangkalan terhadap alat-alat bukti yang diajukan pada persidangan secara in absentia? . 
Metode Penelitian yang dipergunakan untuk memperoleh data peneiitian dilakukan dengan 
pendekatan teoritis dan normatif, dan untuk itu teknik pengumpulan data didasarkan pada 
studi kepustakaan (library research) guna memperoleh data yang berasal dari bahan-bahan 
hukum primer, sekunder dan tersier. Sementara itu analisis data penelitian dilakukan 
dengan mempertimbangkan ketepatan dan kesesuaian data secara kualitatif. Penelitian 
menyimpulkan bahwa: 1 ). Ketidakhadiran terdakwa dalam persidangan secara in absentia 
dapat mempengaruhi kekuatan nilai pembuktian pada pemeriksaan alat-alat bukti pada 
perkara tindak pidana korupsi, dalam hal ini pemeriksaan alat-alat bukti tanpa keterangan 
terdakwa di sidang pengadilan adalah mencari fakta-fakta hukwn untuk menemukan 
kebenaran yang hakiki (kebenaran materiil) mengenai peristiwa yang sebenarnya terjadi, 
sehingga isi yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum itu tanpa kehadiran terdakwa, 
terbukti kebenaran secara jelas dan meyakinkan. Begitu pula dengan alat bukti bukti 
petunjuk yang dapat diperoleh hakim tanpa alat bukti berupa keterangan terdakwa dapat 
mempengaruhi tingkat pernbuktian tindak pidana korupsi yang bersifat "sah dan 
menyakinkan". 2). Bentuk perlindungan hukum terhadap terdakwa tindak pidana korupsi 
dalam hal adanya penyangkalan terhadap alat-alat bukti yang diajukan pada persidangan 
secara in absentia telah menjadi gugur demi hukum akibat dari ketidakhadiran terdakwa 
dalam persidangan khususnya perneriksaan alat-alat bukti dari suatu tindak pidana korupsi 
yang ctilakukan oleh terdakwa, tanpa berakibat kepada gugurnya hak terdakwa untuk 
memperoleh putusan in absentia atas perkara tindak pidana yang telah diputuskan oleh 
hakim. Berdasarkan kesirnpulan tersebut, penulis mempunyai saran, yaitu: 1 ). perlu 
ditingkatkan penguasaan dan pemahaman serta kemarnpuan Jaksa Penuntut Umum dan 
Hakim yang melakukan tugas penegakan hukum dalam suatu peradilan in absentia pada 
perkara tindak pidana korupsi, terutama berkenaan dengan pengajuan alat-alat bukti yang 
mempunyai pembuktian yang bernilai kuat secara hukum pembuktian pidana, yaitu tanpa 
keraguan sehingga tingkat kekuatan pembuktian dapat bernilai "sah dan meyakinkan". 2). 
Perlu ada pengaturan secara tegas mengenai hak terdakwa tindak pidana korupsi dalam 
peradilan in absentia dalam suatu peraturan perundang-undangan sehingga dapat diperoleh 
ketegasan atas eksistensi hukum dari peradilan in absentia dalam rangka pemberantasan 
tindak pi dana korupsi di Indonesia. 

Kata Kunci : Perlindungan, Hak terdakwa, Pengadilan in absentia 
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ABSTRACT 

This research aims to reveal and analyze issues relating to legal protection against 
the defendant's criminal corruption trial within a trial in absentia, especially with respect 
to issues concerning: 1). How does the strength of the evidentiary value of the evidence in 
con·uption cases to be tried in absentia? 2). What are the forms of legal protection against the 
defendant in the corruption case of a denial of the evidence presented at trial in absentia?. 
Research methods used to obtain research data is by theoretical and normative approach, 
and the techniques for data collection based on library research in order to obtain data 
derived from primary legal materials, secondmy and tertiary. While the analysis of 
research data is by considering the accuracy and appropriateness of qualitative data. The 
research concluded that: 1). l11e absence ofthe accused in the trial in absentia may affect 
the strength of evidentiary value on inspection evidence in corruption cases, in this case 
the examination of the evidence without the testimony of the def€mdant in the trial court is 
seeking legal facts to find the ultimate truth (material truth) about the events that actually 
occurred, so that the contents were indicted by the public prosecutor in absentia, proved 
the truth clearly and persuasively. Similarly, the proof of evidence hints that can be 
obtained without a judge evidence such as testimony of the defendant can affect the level of 
corruption evidence that is "legally and convincingly". 2). Forms of legal protection 
against the defendant in the corruption case of a denial of the evidence presented at trial in 
absentia has been killed by law due to the absence of the accused in the trial in particular 
examination of the pieces of evidence in a criminal act of corruption committed by the 
defendant , without resulting to the death of defendant's right to obtain a judgment in 
absentia for criminal cases that have been decided by a judge. The suggestion of research: 
1). The needs of to be improved mastery and understanding and ability Prosecutors and 
Judges who perform law enforcement duties in a trial in absentia on corruption cases, 
especially with respect to the submission of evidence that have strong probative value in 
proving the criminal law, that is, without a doubt so the level of strength of evidence can 
be valuable "beyond reasonable doubt". 2). There needs to be regulation on the rights of 
the accused expressly corruption in the judiciary in absentia in the legislation so as to 
obtain of the existence of the law ofjustice in absentia especially to eradicate corruption in 
Indonesia. 

Keywords : Protection, right of the accused, Trial in absentia 
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